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SALINAN 

 

 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR  2  TAHUN 2024 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  

TAHUN 2025-2026 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang :  a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur 

Jawa Timur Nomor 102 Tahun 2023 tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-

2026 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan 

dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari 

Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 2025-2026 sebagai kesinambungan dalam 

pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan 

berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau 

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan 

fungsi setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 

2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 

2019 – 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 

52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Tahun 2019 – 2024 akan berakhir pada Tahun 

2024, maka perlu menyusun dokumen Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur; 

c. bahwa Diktum KETIGA dan Diktum KEENAM Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah bagi Daerah dengan periode Rencana Jangka 

Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024, pada 

dasarnya mengamanatkan Renstra Perangkat daerah 

provinsi tahun 2025-2026 ditetapkan oleh kepala daerah 

dengan peraturan kepala daerah paling lambat Minggu 

Ketiga Bulan Januari Tahun 2024; 

 

d. bahwa . . .  
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026. 

 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi 

Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 59); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan . . . 
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2023 

Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2023 Nomor 100 Seri E); 

 

       MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2025-

2026. 

 

BAB 1 

KETENTUAN UMUM 

  

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah 

unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota 

adalah pejabat yang ditetapkan oleh Presiden untuk Pejabat 

Gubernur melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban 

gubernur dalam kurun waktu tertentu. 

6. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 

2025 – 2026 yang selanjutnya disebut dengan RPD adalah 

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 –2026 yang berfungsi 

sebagai pedoman Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam 

penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana 

Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat 

Daerah. 

 

7. Rencana . . . 
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7. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2025-

2026. 

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah 

Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun. 

9. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja Perangkat 

Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah 

Pemerintah Daerah Provinsi untuk periode 1 (satu) tahun 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN  

Pasal 2 

(1) Penetapan Renstra PD dimaksudkan sebagai pedoman 

dalam penyusunan: 

a. Renja PD Tahun 2025 - 2026; dan 

b. Rencana Kerja Anggaran PD Tahun Anggaran 2025 - 

2026. 

(2) Penetapan Renstra PD mempunyai tujuan untuk 

kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, 

dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib 

dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan 

tugas dan fungsi setiap PD, serta sebagai pengendalian dan 

evaluasi Renstra PD. 

BAB III 

SISTEMATIKA RENSTRA PD 

 

Pasal 3 

(1) Sistematika Renstra PD terdiri atas: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; 

c. BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat 

Daerah; 

d. BAB IV Tujuan dan Sasaran; 

e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan; 

f. BAB VI Rencana Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan Serta Pendanaan; 

g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; 

dan 

h. BAB VIII Penutup. 

(2) Renstra . . . 
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(2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 

atas Dokumen Rencana Strategis: 

a. Sekretariat Daerah; 

b. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 

c. Inspektorat; 

d. Dinas Pendidikan;   

e. Dinas Kesehatan;   

f. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;  

g. Dinas Pekerjaan Umum Sumberdaya Air;  

h. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Cipta Karya;  

i. Satuan Polisi Pamong Praja;  

j. Dinas Sosial; 

k. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;  

l. Dinas Pemberdayaan   Perempuan,   Perlindungan   

Anak,   dan Kependudukan;  

m. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;  

n. Dinas Lingkungan Hidup;  

o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;  

p. Dinas Perhubungan;  

q. Dinas Komunikasi dan Informatika;  

r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;  

s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

t. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;  

u. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

v. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;  

w. Dinas Kelautan dan Perikanan;  

x. Dinas Perkebunan;  

y. Dinas Peternakan;  

z. Dinas Kehutanan;  

aa. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral;  

bb. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;  

cc. Badan Pendapatan Daerah; 

dd. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; 

ee. Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Timur; 

ff. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;  

gg. Badan Riset dan Inovasi Daerah; 

hh. Badan Penghubung Daerah Provinsi;  

ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;  

jj. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;  

kk. Badan Koordinasi  Wilayah   Pemerintahan dan  

Pembangunan Madiun;  

ll. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 

Pembangunan Bojonegoro;  

 

mm. Badan . . . 
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mm. Badan Koordinasi Wilayah  Pemerintahan  dan  

Pembangunan Malang;  

nn. Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan 

Pembangunan Pamekasan;  

oo. Badan Koordinasi  Wilayah  Pemerintahan  dan  

Pembangunan Jember; dan 

ss. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

(3) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

 

Pasal 6 

(1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas 

pengendalian dan evaluasi Renstra PD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan paling sedikit pada: 

a. tujuan dan sasaran Renstra PD telah dijabarkan dalam 

tujuan dan sasaran Renja PD; dan 

b. indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana 

program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan 

indikatif Renstra PD, telah dipedomani dalam 

menyusun indikator kinerja dan kelompok sasaran, 

program, kegiatan, sub kegiatan, dana indikatif Renja 

PD; 

 

Pasal 7 

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan 

sebagai bahan evaluasi pelaksanaan RPD. 

 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

 

Agar . . . 



 

 

- 7 - 

-  UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah” 

-  Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

       Ditetapkan di Surabaya 

       pada tanggal  11  Januari 2024 

   GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

ttd 

 

 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 

 

 

Diundangkan di Surabaya 

pada tanggal   11 Januari 2024 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR, 

  

ttd. 

 

ADHY KARYONO, A.K.S., M.A.P 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 2 SERI E 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 

KEPALA BIRO HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

 

 

Dr. LILIK PUDJIASTUTI, S.H., M.H. 

Pembina Tingkat I 

NIP 19690129 199303 2 001 
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